Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Skg

> )
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

I ot tanggal lahir Gancenge 29 Mei 1996, agama

Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat
kediaman di Dusun Gancenge, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng,

Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;
melawan

I (< pat tanggal lahir Gancenge, 01 Juli 1988, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di

Dusun Gancenge, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten

Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21
Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Skg,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada hari Senin tanggal 04 November 2013,berdasarkan *Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor: 405/30/X1/2013 tanggal 06 November 2013 yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng

Kabupaten Wajo
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2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini
diajukan telah mencapai 5 tahun 2 bulan lebih dan pernah hidup bersama,
selama 3 tahun 9 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama membina rumah tangga di Dusun Gancenge, Desa Tajo, Kecamatan
Majauleng, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai
1 orang anak, yang bernama || BB (umur 3 tahun 4 bulan ), dalam
pemeliharaan Penggugat dan Tergugat saling bergantian;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak 2 bulan usia pernikahan disebabkan karena:
4.1. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahka sampai
mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh
Penggugat;
4.2. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dan
pulangnya sering larut malam, ternyata Tergugat pergi bermain judi dan
minum-minuman keras;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan
selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan karena Penggugat yang menyuruh
Tergugat untuk pulang kerumah orang tuanya;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal
tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan
tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah
berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun
usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan
perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang
terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta
bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon

dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.
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Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan
memutuskan;
Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Amiruddin bin Runa terhadap
Penggugat Suhartina binti Abidin;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut
menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu,
Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan dan Majelis Hakim telah
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan
mediator Dra. Hj. Jusmah. (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi) dan menurut
laporan mediator tertanggal 19 Maret 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat
dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh apa yang
dimuat dalam surat gugatan Penggugat dan tidak membantahnya, namun
Tergugat tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 405/30/X1/2013 tanggal 06
November 2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo,
bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, lalu diberi kode P;
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2. Bukti Saksi.
Saksi satu, [ NG .ur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pengrajin Tenung, bertempat kediaman di Dusun Gancenge, Desa Tajo,
Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat
adalah saudara kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-
isteri yang sah menikah pada tahun 2013 ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama kurang lebih tiga tahun sembilan bulan,
dan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Rayhan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup
rukun dan bahagia, dan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena
Tergugat selalu marah-marah dan dengan mengeluarkan kata-kata kasar
yang tidak pantas diperdengarkan oleh Penggugat dan Tergugat selalu
keluar bermain judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal sudah kurang lebih satu tahun lima bulan;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada
Penggugat, dan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha
merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;
Saksi dua, | ENEEEEEEE. vrur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Gancenge, Desa Tajo,
Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat
adalah ipar;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-
isteri yang sah menikah pada tahun 2013 ;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama kurang lebih tiga tahun sembilan bulan,
dan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Rayhan;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup
rukun dan bahagia, dan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena
Tergugat selalu marah-marah dan dengan mengeluarkan kata-kata kasar
yang tidak pantas diperdengarkan oleh Penggugat dan Tergugat selalu
keluar bermain judi dan minum-minuman keras;

- Bahwa pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal sudah kurang lebih satu tahun lima bulan;

- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada
Penggugat, dan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha
merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun
lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk
berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses
mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, hamun upaya perdamaian tersebut
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi
maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara,
akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena
Penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama
Tergugat meskipun Tergugat masih ingin tetap mempertahankan rumah
tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah
mohon kepada Majelis Hakim untuk menceraikan perkawinan Penggugat dan
Tergugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah
mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis atau retak kerana adanya

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan,
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yang penyebabnya adalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
bahka sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh
Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dan
pulangnya sering larut malam, ternyata Tergugat pergi bermain judi dan minum-
minuman keras, dan pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017 hingga sekarang sudah kurang lebih satu
tahun lima bulan, karena Penggugat menyuruh Tergugat pulang ke rumah orang
tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang
mengakui secara murni seluruh dalil gugatan Penggugat, maka sesuai Pasal 311
RBg, jo. pasal 1925 KUHPerdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan
pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa
yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Tergugat telah dinyatakan terbukti,
namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan
perbuatan halal yang paling dimurkai Allah sehingga setiap pasangan suami istri
apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah
dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar
perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-
benar dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah diberi kesempatan
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannnya, dan untuk itu Penggugat mengajukan
bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [ |l
I

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat,
Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari
suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh
Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat
keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka
dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

sebagai alat bukti tertulis;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah menikah
pada tanggal 04 November 2013, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah
pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2
ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh
Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat
sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang
dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal
172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan
diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka
sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan
demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar
keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang
diajukan oleh Penggugat melihat langsung tentang adanya perselisihan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selalu marah-marah
dan dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diperdengarkan oleh
Penggugat dan Tergugat selalu keluar bermain judi dan minum-minuman keras,
dan pada akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang
lebih satu tahun lima bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi
di antara mereka berdua, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan oleh karenanya,
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat

saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan
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dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih
lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh
Penggugat, baik itu berupa bukti tertulis maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim
menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada
tanggal 04 November 2013 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya
suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama || EGzGzG:;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus-menerus yang penyebabnya antara lain karena Tergugat selalu marah-
marah dan dengan mengeluarkan Kkata-kata kasar yang tidak pantas
diperdengarkan oleh Penggugat dan Tergugat selalu keluar bermain judi dan
minum-minuman keras;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah
kurang lebih satu tahun lima bulan lamanya dan sejak itu pula antara
Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap
rukun dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak
mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil,
karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan
ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami
istri, in casu Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup
bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan alasan percaraian a quo adalah Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia;
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Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai
suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan
pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup
rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan
terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkanya
terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara
Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya
suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah menikah pada tanggal 04 November 2013 yang telah dikaruniai
seorang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena Tergugat selalu marah-marah
dan dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diperdengarkan oleh
Penggugat dan Tergugat selalu keluar bermain judi dan minum-minuman keras,
menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat
kediaman bersama selama kurang lebih satu tahun lima bulan dan sejak itu pula
tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur
ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara
Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati
Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat
namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah
diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk

kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak
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berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau
melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur
keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat
untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-
unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis
Hakim berpendapat bahwa sebab-sebab perselisinan dan pertengkaran tersebut
benar-benar sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan keutuhan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menjadi seorang yang
sangat pemarah dan selalu berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat
selain itu Tergugat juga selalu minum-minuman keras dan main judi, hal mana
keadaan ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah
tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan ikatan rumah
tangga yang sedemikian rupa tentunya bertentangan dengan aspek yuridis, syar’i
dan sosiologis yang ketiga aspek tersebut akan dijadikan sebagai bahan
pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang uraian
langkapnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis sepasang suami istri yang telah terjebak
dalam rangkaian perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak
ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang
dicita-citakan sebagaimana digariskan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi
diwujudkan, karena keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-
menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain tidak bisa
lagi diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa secara syar’i suatu perkawinan yang di dalamnya sering

diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus apabila tetap
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dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya
hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun
lainnya dari masing-masing pihak dan kemudharatan seumpama ini dalam
terminologi  syariat Islam  harus dihilangkan  dibandingkan  sekadar
mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagi mendatangkan
manfaat bagi sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa secara sosiologis sepasang suami istri yang sudah tidak
ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga
dipastikan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan
kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri pada
umumnya;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah
kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan
rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan
itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti
bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun
sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh
karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai
cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasakan ketentuan Pasal
39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh

melakukan akad nikah baru;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, | GcNIEzIN

I, terhadap Penggugat, [N

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10
Sya’ban Akhir 1440 Hijiriyah., oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai Ketua
Majelis, Munawar, S.H.,M.H., dan Drs. H. Asri, M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh oleh H. Ridwan Hasan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H Dra. Hj. Nikma, M.H

Drs. H. Asri, M.H
Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.122/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ridwan Hasan, S.H.,

Perincian biaya :
Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  900.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 1.146.000,00

(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
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